
BPK menemukan adanya kelemahan istern pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. aruara lain: 

a. Kekurangan volume atas enam pekerjaan dan denda keterlambatan belum dikenakan 
mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp288.91 I juta dan Rp-11.879 juta dan 

b. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib rnengakibatkan laporan Ka11u lnventaris Barang (KIB) 
tidak informati f dalam mendukung penyajian Aset Tetap di 1 eraca serta risiko kehilangan aset. 

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerinrah Kabupaten Demak TA 2020 
)ang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 

I. Opini atas Laporan Keuangan 
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK mernberikan pendapat ''Wajar Tanpa 
Pcngecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 20~0. 

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketcntuan Peraturan Pcrundang­ 
undangan 

Pemeriksaan ditujukan untuk rnemberikan opini ara kewajaran penyajian Laporan Keuangan 
Perneriruah Kabupaten Demak dengan mernperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan tandar 
Akuntansi Pernerintahan. kecukupan pengungkapan. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
dan efektivitas sistem pengendalian intern. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang ornor 15 Tahun 2006 ten tang 
Badan Perneriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun ~00..J temang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah 
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. 
yang terdiri dari Ncraca. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Pcrubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Laporan Arus Kas. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 

emarang. 03 Mei 2021 

Kepada Yth. 
Bupati Dernak 
Di 
Demak 

: l ~). /SIXYII I.SMG105 2021 
atu Berkas 

Hasil Perneriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Demak Tahun Anggaran 2020 

omor 
Lampiran 
Perihal 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
PERWAKILAN PROVINS! JAWA TENGAH 

Jalan Perm us Kernerdekaan 'o 175 Km I~ Bany umarnk - Semarang Telp (<C~ l 86N18:5 Fa, 10:~ l S(,f,1•88.l 



1 

Tembusan: 
I. Anggota V BPK: 
1. Auditor Utama KN \I BPK: 
.,. lnspektur Utarna BPK: 
.J Kepala Dircktorat Utarna Re, bang BPK: 
5. lnspektur Kabupaten Dcmak. 

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. jawaban atau penjelasan kepada 
BPK tentang tindak lanjut atas rekornendasi BPK disampaikan selambar-lambatnya 60 (enarn puluh) hari 
setelah laporan basil pemeriksaan ini diterima. 

Atas perhatian dan kerjasamanya. diucapkan terima kasih. 

Untuk jelasnya kami larnpirkan laporan basil pcmeriksaan dimaksud. y aitu Laporan Hasil 
Perneriksaan atas Laporan Keuangan omor 41.A LHP XVIII. IG 04 2021 dan Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Nomor 41.B/LHP/XVIII.SMG/0412021. masing-masing bertanggal 28 April 2021. 

Berdasarkan kelemahan tersebut. BPK merekomendasikan Bupati Demak agar rnerneriruahkan: 

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala Dinas Perurnahan dan Kawasan 
Permukiman dan Kepala Dinas Kesehatan untuk rnernpertanggungjawabkan kelebihan 
pernbayaran sebesar Rp288.9 I 1 jura (Rp 118.340 juta + Rp88.221 jura - Rp9.660 juia - Rp729 
ribu + Rp48. I 68 juta - Rp23.79 I juta) dan denda kererlambaran sebe ar Rp41.879 juta dengan 
menagih kepada penyedia dan selanjutnya mcnyetorkan ke Kas Daerah: dan 

b. Sckretaris Dacrah sclaku Pengelola BMD untuk menginstruksikan kcpada Kcpala BPKPAD 
selaku Pembantu Pengelola Barang supaya lebih cermat dalam rnenyajikan informasi di KIB. 


